
BUPATI PULANG PISAU 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU 
NOMOR .:J TAHUN 2021 

TENTANG 

PETUNJUK TENIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN 
GAJI KETIGA BELAS KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI, ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN APARATUR SIPIL NEGARA 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PULANG PISAU, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat 
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 
tentang Pemberian 'I'unjangan Hari Raya dan Gaji 
Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, 
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 
2021, dimana ketentuan lebih lanjut mengenai teknis 
pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 

b. bahwa Pemerintah berupaya mempertahankan 
tingkat daya beli masyarakat diantaranya melalui 
pembelanjaan Aparatur Negara di masyarakat 
sehingga berkontribusi tehadap pertumbuhan 
ekonomi nasional; 

c. bahwa untuk meningkatkan pembelanjaan 
Aparatur Negara Pemerintah memberikan Tunjangan 
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 sebagai 
wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa 
dan negara; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk 
Te~s Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji 
Ketiga Belas Kepada Bupati, Wakil Bupati, Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Aparatur Sipil 
Negara Tahun Anggaran 2021. 



Mengingal 1. Unda.ng-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Lentang 
P ·mb 'ntukan Kabupalen Katingan, Kabupalen 
Scruyan, Kabupalen Sukamara, Ka bu paten 
Lamandau, I<abupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupalen Barito Timur di Propinsi KaHmantan 
T ·ngah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 18, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang 
I euangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaiamana telab diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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lndonc~in Nomor 5679); 

Undang-U11dung Nomor 30 Tahun 2014 ten tang 
Admin1strusi P ·mcrintahan (Lcmbaran Negara 
R ·pubhk lndont·s1u Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambuhau L •mbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor SbO l); 

9 . P •raturnn Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
P ' ng ·loluun Kcunngan Dacrah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga 
Belas Kepada Aparatur Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6682); 

11 . Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupatcn Pulang Pisau 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 
2016 Nomor 04); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 
Tahun 2020 lentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang 
Pisau Tahun 2020 Nomor 12). 
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Mcnclapk" n 

MEMUTUSKA.N: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI 
KETIGA BELAS KEPADA BUPATI, WA.KIL BUPATI, 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, 
DAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN .ANGGARAN 
20 21 

BAB I 

K.ETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupali ini yang dimaksud dengan; 

a. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau. 

b. Wakil Bupati adalah Wakil Bupa ti Pulang Pisau. 

c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Pulang Pisau yang selanjutnya disebut Anggota DPRD 
adalah unsur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang c:tipilib dan 
dilantik berdasarkan Undang-Undang. 

d . Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
insta.nsi pemerintah daerah. 

e. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya clisebut 
Calon PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, diangkat oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Daerah. 

f. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara 
tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah 
Daerah. 

g. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia 
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu 
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di 
Pemerin tah Daerah. 

h . Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM 
adalah dokumen yang diterbitkan oJeh pengguna 
Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) atau 
pejabat lain yang c:titunjuk untuk mencairkan dana yang 
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bersumbcr dari Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkal Daerah (DPA-SKPD) atau dolrumen lain 
ang dipersamakan; 

1. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut 
SP20 adalah surat perinlah yang diterbitkan oleh 
Bendahara Umum Daerah a·tau kuasa Bendahara Umum 
Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
berdasarkan SPM yang diterbitkan PA/KPA. 

J . Hari Raya adalah Hari Raya lduJ Fitri . 

PasaJ 2 

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan 
Gaji J etiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara 
sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada daerah 
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. 

Pasal 3 

( l ) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 2 
terdiri atas: 

a . Pejabat Negara. 
b . PNS dan CaJon PNS; 
c . PPPK; 

(2) PNS dan CaJon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, termasuk: 

a . PNS Daerah yang ditempatkan atau ditugaskan di 
kantor perwakilan daerah; 

b. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah 
daerah baik di yang gajinya dibayarkan oleh instansi 
induknya; 

c. PNS penerima uang tunggu; dan 
d . PNS yang Diberhentikan Sementara dan gajinya 

rnasih dibayarkan . 

(3) Aparatur Negara terrnasuk: 

a . Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Oaerah; 

b. Pimpinan Sadan Layanan Umum/Badan Layanan 
Umum Daerah yang terdiri atas: 

1. Dewan Pengawas; dan 
2. Pejabat Pengelola, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan; 

c. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 
bertugas pada instansi pemerintah daerah, termasuk 
Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 
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bertugas pada Lembaga NonstrukturaJ. insmnsi 
pemerintah daerah yang menerapkan pola 
pengelolaan keuangan Sadan Layanan Umum 
Oaerah, sesuai dengan ketentuan perawran 
perundang-undangan. 

(4) Pejabat Negara sebagaimaoa dimaksud pada ayaL (Jl 
huruf a adalah Bupati dan Wak.iJ Bupati. 

Pasal 4 

(1) Pegawai Non-Pegawai Aparatur S1pil Negara st.:bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayaL (3) huruf c hnru~ 

memenuhi persyaratan sebagai berikut.: 
a. Warga Negara Tndonesia; 
b. pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, tclah 

melaksanakan tugas pokok organ1sa i sccara pcnuh 
dan terus mencrus pahng singkat clama l (~•uu) 

lahun sejak pcngangkatan alau pen.1ndal..."u1gamm 
perjanjian kcrja; 

c. pcndanaan bcJanja pcgawainya dibcbanknn kt~pnd t 

Anggaran PcndapaLan dan Bclnnj~ D, crnh; don 
b. diangkat olch pcjabat yang mcmiliki kewcnnngun 

dan/atau telah mcnan<lntungani pcrjnnjinn kcrju 
sesuai dcngan ketcn1unn pcmtumn p ·rtrndung
undangnn 

(2) Dalam hnJ Pcgnww Non-P .. gnwai Aparotur Sipil Ncgrn n 
bdum mdaksnnaknn I ugn pokok 01;-innisnsi scc11rn 

penuh dan l ·nrs mcnerus paling singknl sclnmn J (. nl u) 
tahun ~cbagaimana dimaksu<l pado oyat ( 1) huruf h, 

Tunjangan Hari Raya dan/atnu Gaji Ketig. Reins cJ<1µal 
dibcrikan apabiJa: 

a . tclah mcnandacanganj perjanjian kerju dr.ngnn 
pejabat yang memiliki kcwenangan sesuai kctcntwin 
peraturan perundang-undangan dan dalum 

perjanjian kerja dimak!>ud telah dinyatakan bcrhak 
menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji 
Keuga Belas, atau 

b. telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya 
dan/atau Gaji Ketiga Belas oleh Pe1abat Pembina 
Kepegawaian dalam surat keputuSlln 
pengangkatannya sesuai dengan kett:ntuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5 

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebugaimana 
dima.ksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (lJ huruf 1, 

huruf b, dan huruf c, dalrun haJ: 
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a. sedang cuti di luar ranggungan negara; at.au 
b . sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik 

di dalam negeri maupun di luar negeri yang gaJinya 
d.ibayar oleh instansi tempat peougasan, sesuai 
dengao ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6 

( 1) Tunjangan Hari Raya dao Gaji Ketiga Selas ASN, terdiri 

atas: 
a. gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan beras; dan 
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, scsuai 

jabatannya dan/ atau pangkatnya. 

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, scbesar 
akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Kcluargo , 
dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota De, an 
Perwakilan Rakyat Daerah scsuai dcngan kctenluan 
peraturan perundang-undangan yang mcngatur hale 
keuangan dan administratif Pimpman dan Anggola Dewan 
Perwakilan Rakyat Dae rah. 

(3) 1'unjangan Hari Raya dan GaJi Ketiga S eJas bagi Bupati 
dan Wakil Bupati sebcsar akumulas1 dari Gaji Pokok, 
Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Beras sesuai dcngan 
ketentuan peraturan pcrundang-undangan yang 
mengatur hak keuangan dan Kedudukan Kcuangan 
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. 

(4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi: 

a. Pimpinan S adan Layanan Umum Daerah; dan 
b. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 

bertugas pada Instansi Pemerintah yang menerapkan 
pola pengelolaan keuangan Sadan Layanan Umum 

U mum Daerah, 
adalah sebesar akumulasi dari gaji pokok, tunjangan 
keluarga, tunjangan beras dan tunjangan jabatan at.au 
tunjangan umum. 

Pasal 7 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS 
terdiri atas: 
a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan beras; dan 
d . tunjangan umum, sesuai ja ba tannya dan/atau pangkat 

golongan / ruangnya. 
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Pasal 8 

Tunjangan I lari Roya don Gaji Kcligo Bclas scbagaimana 
dimaksud dnlom PosHl 2, lidHk te rmnsuk: 

a. tunjnngon kin ·rjo; 

b. tunjlrngnn kinciju dncr. It ulou sebulon la in ; 

' lnmbahnn penghusilun pcgowoi nlnu c, •but.an lain ; 

d . ins nlif kin ·rj 

t'. 111 • ·ntif l ·rju; 

f. tunjangan p ng loloon orsip ·LaUs; 

tunjangnn bah a, tunja ngan resiko, lunjangan 
kompcn ·a i, atau lunjungan lam yang scjenis; 

h . tunjangnn p ngamannn; 

1. tunjangan pro.ti si a tau lunjangan khusus guru dan 
do en utau tunjangan kehormatan; 

J. tambahan penghasilan bagi guru PNS; 

k. insentif khusus; 

l. tunjangan khusus; 

m . tunjangan pengabdian; 

n. tunjangan operasi pengarnanan; 

o. tunjangan selisih penghasilan; 

p. tunjangan penghidupan luar negeri; 

q. tunjangan at.au insentif yang d.itetapkan dengan 
peraturan perundang-undangan at.au peraturan internal 
instansi pemerintah; dan 

r. tunjangan at.au dengan sebutan lain di luar ketentuan 
sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan 
Pasal 8. 

Pasal 9 

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja 
sebelum tanggaJ Hari Raya. 

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) belurn dapat dibayarkan, Tunjangan Hari 
Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. 

(3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), besarannya sesu ai dengan ketentuan sebagaimana 
ctimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, alau Pasal 8, untuk 1 
(satu) bulan pada bulan April Tahun 202 1. 
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Posnl 10 

( 1) ,aJi I el ,gn BclH'.; . cbHgaimana dimaksud de.lam Pasal 2, 
clib . .t) .ukan pnlin~ c ·pal pnda bulan Junm. 

(2) D.ll.un hal Ca.ti Kcliga fJclas scbagaimana dimaksud pada 
nyot ( l) bclum dnp'"u d1buyarkan, Gaji Kctiga Betas dapat 
rlibayorku11 : ·tclah bulan Juni. 

(3) ,.1j1 ~cl1gu Bdas scbngaimana dimaksud pada ayal (1), 
lJ ·su1 .. tnn a s ·:uai dengan ketentuan sebagaimana 
d11nnksud dot m Pasal 6, Pasal 7, atau Pasal 8, untuk I 
(satu) bulan puda buJan Juni Tahun 2021. 

Pasal l l 

( 1) 1\1 nJ angan Hari Raya dan Gaji Ketiga Betas sebagaimana 
dima.k ud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan 
1uran dan/ alau polongan Iain berdasarkan ketentuan 
peraturan pcru.ndang-undangan. 

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan 
esuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan dan ditanggung pemerintah. 

Pasal 12 

(1) DaJam hal Aparatur Negara. sesuai ketentuan dapat 
menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, 
Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) 
Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar. 

(2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan 
atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur 
Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 
(satu) Tunjangan Hari Raya maka Tunjangan Harl Raya 
yang dibayarkan hanya I (satu) Tunjangan Hari Raya 
yang nilainya paling besar 

(3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2), menerima tebih dari 
1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran 
Tunjangan Hari Raya terscbut merupakan utang dan 
wajib mengembalikan kepada ncgara sesuai dengan 
kelentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima 
Pensiun. dan/ atau sebagai Penerima Tunjangan, 
Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan: 

a. TunJangan Hari Raya sebagai Aparalur Negara; dan 
b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun 

dan/atau Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima 
Tunjangan. 
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Pasal 13 

(1) DaJam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat 
menerima Jebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji 
Kcliga Bclas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang 
nilainy paling b sar. 

(2) Dalam hat Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan 
al u baliknya P nsiunan sekaligus sebagai Aparatur 
N --gara s 'suai kelenluan dapat menerima lebih dari 1 
(sa lu) Gaji Kctiga Bclas, Gaji Ketiga Selas yang 
dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar. 

(3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 
1 ( atu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji 
Ketiga Selas Lersebul merupakan utang dan wajib 
m ngembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan 
p raturan perundang-undangan. 

(4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima 
Pensiun, dan/ atau sebagai Penerima Tunjangan, Gaji 
Ketiga Belas yang dibayarkan: 

a. Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara; dan 
b. Gaji Ketiga Selas sebagai Penerima Pensiun dan/ at.au 

Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan. 

Pasal 14 

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan 
Supati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau, bagi: 
a. Supati dan Wakil Bupati; 
b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

c. PNS dan Calon PNS yang bekerja pada instansi daerah; 
d . PPPK yang bekerja pada instansi daerah; 
e. Pimpinan Sadan Layanan Umum Daerah; dan 
f. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 

bertugas pada pada instansi daerah yang menerapkan 
pola pengelolaan keuangan Sadan Layanan Umurn 
Daerah. 

Pasal 15 

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Selas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dila.ksanakan melalui 
penerbitan 8PM Langsung oleh pejaba t 
penandatanganan 8PM ke rekening penerirna. 
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(2) SPM pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji K ig;:, 
Belas sebagairnana dimaksud ayal (1) menggunakon 
SPM-LS Gaji untuk pembayaran gaji pokok, lunjangan 
keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan atau 
tunjangan umum. 

(3) Terhadap pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji 
Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana 
mestinya. 

Pasal 16 

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan 
pengendalian internal terhadap pembayaran Tunjangan 
Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas pad.a SKPD masing
masmg. 

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 17 

Peraturan Bupati 1m mulai berlaku pada tanggal 
cliundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau. 

Ditelapkan di Pulang Pisau 
pada tanggal 6 Mei 2021 

I 
PRATOWO 

Diundangkan di Pulang Pisau 
pada tanggal 1 Mei 2021 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
TEN PULANG PISAU, 

.-----.-e 

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021 NOMOR .. ~~ 
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